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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001 telah melahirkan 

perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten dan kota yang dulunya 

memiliki kewenangan yang terbatas, sekarang ini memiliki kewenangan yang 

sangat luas hampir di semua bidang. Otonomi daerah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sistem desentralisasi 

di Indonesia, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk 

melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat 

menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). 

Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah 

adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Dengan 

adanya otonomi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan 

kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan 

daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif 

dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya sehingga 

program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan 

berbagai masalah yang ada di daerah (Hamid, 2011). 
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Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja 

bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai 

kriteria keberhasilan yang ditetapkan (Mahsun, 2014).  

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan 

diberbagai organisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintahan, dan juga 

perguruan tinggi. Hal ini terlihat dari banyak organisasi yang memasukkan kata 

kinerja dalam visi misinya. Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah dianggap sebagai pembawa semangat bagi 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk lebih partisipatif dalam mengelola 

pemerintah untuk mencapai suatu kinerja yang lebih baik (Hidayat, 2015). 

Kinerja Pemerintah Daerah berarti sekelompok orang dalam organisasi 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai 

tujuan atau sekumpulan orang dan individu yaitu pegawai negeri yang berada 

pada badan atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi atau tugas 

pemerintahan (Putra, 2013). Kinerja pemerintah daerah mempunyai arti yang 

sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan 

oleh pelayanan masyarakat di daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya 

guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas 

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat 

wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah 

pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik (Ruspina, 2013). 
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Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik 

karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat 

menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Salah satu 

tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan good 

governance, yaitu dengan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya 

melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, 

dan memenuhi tujuan pelayanan publik (efektif). 

Dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

daerah diperlukan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang dapat dipercaya oleh 

publik atas pertanggungjawabannya dalam mengelola keuangan daerah. Pada 

kenyataannya kinerja penyelenggaraan pemerintah dibeberapa daerah masih 

lemah dan kurangnya pemahaman perundang – undangan yang berlaku di SKPD 

mengenai pengelolaan keuangan daerah sehingga mengakibatkan kerugian pada 

daerah. penelitian ini mengulas mengenai akuntabilitas dan transparansi 

pemerintah daerah terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang 

dipandang dari hasil pemeriksaan oleh BPK. 

BPK RI melalui pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah daerah 

Kabupaten Muaro Jambi menemukan beberapa temuan terkait akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Muaro Jambi seperti kekurangan kas 

di Bendahara Dana Bos per 31 Desember  2018 sebesar Rp 89.553.950; belanja 

Bahan Bakar Solar untuk kegiatan GSL pada Dinas PUPR tidak sesuai hasil 

konfirmasi sebesar Rp 37.540.620; pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas 
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tidak sesuai dengan hasil konfirmasi sebesar Rp 36.359.900; Belanja jasa kantor, 

belanja perjalanan Dinas dan Belanja kursus-kursus singkat sebesar Rp 

71.782.083 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tidak didukung bukti 

pertanggungjawaban yang lengkap dan sah; kekurangan volume dan pembayaran 

pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp 831.191.461 pada sebelas paket 

pekerjaan serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kurang dikenakan 

sebesar Rp 2.570.370. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Muaro Jambi perlu 

meningkatkan lagi tata kelola kinerja dan pertanggungjawaban kinerja nya dengan 

baik, dan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Muaro Jambi selama 

satu periode pelaporan (BPK, 2018) 

Pada penelitian Ritonga (2016) mengatakan bahwa transparansi 

pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dalam tiga aspek yaitu aspek 

perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Adapun 34 pemerintah provinsi (pemprov) di Indonesia tahun anggaran 2016, 

berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa rata-rata tingkat transparansi 

pengelolaan daerah sangat sedikit (rendah), yakni sebesar 16,84%. Dalam 

penelitian ini aspek perencanaan pada 32 pemerintah provinsi di Indonesia telah 

memenuhi indikator yang telah ditentukan. Pada aspek pelaksanaan sebanyak 26 

pemprov di Indonesia berada diurutan terbawah untuk indikator pelaksanaan. 

Aspek pelaporan dan pertanggungjawaban adalah aspek yang paling sedikit 

dipenuhi oleh pemerintah provinsi di Indonesia sebanyak 10 pemprov berada 

diposisi terbawah yang tidak mempublikasikan Laporan Keuangan pemerintah 
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provinsi. Kabupaten/kota di Provinsi Jambi sendiri  menempati peringkat ke 21 

dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia dalam transparansi pengelolaan 

keuangan daerah. (Ritonga & Syahrir, 2016). 

Adapun fenomena mengenai transparansi pemerintah Daerah Kabupaten 

Muaro Jambi berdasarkan indikator penelitian (Ritonga & Syahrir, 2016) 

menunjukkan tingkat transparansi yang rendah. Pemerintah daerah Kabupaten 

Muaro Jambi hanya mengungkap dan mempublikasikan 7 dari 29 item melalui 

website pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan item yang disyaratkan 

dalam penelitian (Ritonga & Syahrir, 2016). Hal ini berarti Pemerintah Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi belum memberikan informasi yang efektif dan terbuka 

terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemda masih 

menganggap dokumen (data) pengelolaan keuangan daerah masih bersifat rahasia, 

sehingga tidak dipublikasikan untuk umum (publik). 

Selanjutnya, fenomena terkait kinerja pemerintah daerah dimana hasil 

penilaian kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang dilakukan oleh 

Kementerian Dalam Negeri dipublikasikan dalam Laporan Penilaian Pemerintah 

Daerah (LPPD). Laporan penilaian ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 118 – 8840 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat dan Status 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2017 dimana 

nilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi masih berada di bawah 

nilai rata-rata keseluruhan kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi sebesar 

2,8519, sedangkan nilai kinerja Kabupaten Muaro Jambi sebesar yaitu 2,7541. 
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Selain itu, fenomena terkait dengan kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Muaro 

Jambi juga dapat dilihat dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) bahwa Kabupaten Muaro Jambi menerima penilaian 

akuntabilitas kinerja pada tahun 2019 dengan memperoleh predikat nilai yaitu CC. 

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekda mengharapkan agar Pemerintah daerah 

Kabupaten Muaro Jambi dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dari CC 

ke B (Jambiprov, 2019). Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya nilai 

akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah 

rendahnya serapan anggaran. Dimana realisasi serapan anggaran terhitung 

mencapai 65,9% dari Rp 1,5 Triliun total APBD Muaro Jambi (Gatra, 2019). Hal 

ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi belum 

mampu dalam meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintah daerah karena 

masih memiliki kekurangan sehingga Kabupaten Muaro Jambi dalam peringkat 

dan nilai penyelenggaraan pemerintah daerah masih jauh dibandingkan dengan 

daerah lainnya. 

Pencapaian kinerja tidak hanya diharapkan pada karyawannya saja 

melainkan dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kinerja 

kelembagaannya. Pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik memerlukan 

akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah agar kinerja pemerintah daerah 

dapat dilakukan dengan jujur, bersih, adil dan tepat waktu. Implementasi 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan 

mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Ulya & Astuti, 2018). 
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  Keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan dapat diukur dengan melihat 

perspektif pengelolaan keuangan dengan adanya pengelolaan keuangan daerah 

yang tepat dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan 

suatu kegiatan sehingga pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya 

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

(Ruspina, 2013).  

  Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah 

telah banyak diteliti oleh peneliti – peneliti sebelumnya. Akuntabilitas sangat 

diperlukan sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi publik dalam 

meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pada dasarnya, akuntabilitas 

adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan 

kinerja finansial kepada pihak – pihak yang berkepentingan . Hal tersebut 

memiliki arti bahwa pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, harus dapat 

menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu 

hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya 

(Alqurani & Adyaksana, 2020). Nuraeni et al. (2012) menyatakan  bahwa  

pemerintah  dapat  mewujudkan  akuntabilitas  yang  baik    melalui  penyajian  

laporan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  (LAKIP)  dan  penyajian  laporan  

keuangan sesuai peraturan menteri. Dalam penelitian yang dilakukan Rizwanto 

(2016) membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang relatif kuat 

terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan Alqurani & 
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Adyaksana (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah.  

 Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah 

adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaran 

pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 

pribadi, golongan dan rahasia Negara (Nasution, 2018). Dengan adanya 

transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah kepada 

publik merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana yang 

ada untuk kepentingan masyarakat dan hal ini adalah bukti bahwa kinerja 

pemerintah daerah semakin baik (Putri et al., 2018). Menurut Wiguna et al (2015) 

dengan hasil bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh 

terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi 

Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan 

wujud nyata pemerintah daerah yang merupakan bukti keseriusan pemerintah 

dalam menjelaskan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi. 

  Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Nasution, 2018) menyatakan 

bahwa secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangkan 

transparansi berpengaruh negatif tetapi signifikan pengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Keuangan daerah serentak manajemen, akuntabilitas, dan transparansi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara. 
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 Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ulya & Astuti 

(2018) yang meneliti tentang analisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas 

keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (Studi pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan 

Profesi Notariat Kab Tegal, Camat dan Lurah Kab Tegal). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh positif terhadap 

kinerja organisasi perangkat daerah, dan akuntabilitas berpengaruh positif 

terhadap kinerja kinerja organisasi perangkat daerah sedangkan secara simultan 

transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

organisasi perangkat daerah.  

 Penelitian yang dilakukan Ulya & Astuti (2018)  juga mengatakan bahwa 

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan 

aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara 

memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau 

memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dalam demokrasi yang terbuka, 

akses ini tersedia di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi, 

dan internet. 

 Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian jurnal Ulya 

& Astuti (2018) yang dirujuk yaitu pada daerah yang menjadi tempat atau objek 

penelitian. Pada penelitian ini menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kab. Tegal, BUMD Kab. Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat 

dan Lurah Kab Tegal sebagai objek penelitian, sedangkan pada penelitian ini 
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tertarik untuk meneliti Dinas-dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro 

Jambi. Hal ini dilakukan untuk meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan 

latar belakang di atas dan fenomena penelitian ini, maka penelitian tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah (Studi pada Dinas - Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro 

Jambi)”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah 

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap 

kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro 

Jambi? 

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi? 

3. Apakah transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Muaro Jambi? 

 1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Muaro Jambi  

2. Untuk mengetahui akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi 

3. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Muaro Jambi 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan pemerintah 

Daerah terus membangun dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah 

sehingga berguna bagi masyarakat dan dapat tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan dan ditetapkan. 

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sebagai 

bahan acuan dalam penelitian yang sama dimasa yang akan datang 

mengenai pengelolaan keuangan daerah sehingga diharapkan dapat 

memberikan hasil dan daya generalisasi yang lebih besar bagi penelitian 

dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan daerah.


